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Indonesia memiliki beberapa sektor yang dilindungi oleh hukum, salah
satunya yaitu terkait kepariwisataan. Pariwisata memiliki salah satu peran yang
cukup penting untuk pembangunan di Indonesia. Sebagai salah satu sumber
pendapatan, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Melihat trend
pariwisata sendiri pada tahun 2022, jumlah wisatawan yang berkunjung pada
tempat pariwisata sangat banyak. Berdasarkan kejadian yang ada saat ini, prospek
pembangunan pada daerah pariwisata diperkirakan bagus dan menguntungkan.
Hal ini juga yang mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembangunan
pada sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini akan berpengaruh
cukup besar dalam sektor ekonomi. Upaya dalam pelestarian sumber daya alam
dan lingkungan ini dapat berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya di
masyarakat khususnya masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata dapat
memberi pengaruh pada pendapatan asli daerah dan juga dapat membuka peluang
usaha dan membuka lapangan pekerjaaan serta untuk menjaga keseimbangan
kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah
satu sektor pembangunan secara umum menjadi relevan jika pengembangan
pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,
Kepariwisataan  bertujuan untuk = meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan  kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi
pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan
kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,
memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar
bangsa. Pada BAB VII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan telah menyebutkan tentang hak, kewajiban, dan larangan dalam
kegiatan kepariwisataan yang dimana Pasal-pasal dalam bab tersebut menjadikan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang baik itu wisatawan, masyarakat
sekitar, maupun pelaku usaha yang ada pada kawasan pariwisata sebagai sasaran
utama, hanya saja pada BAB XIV tentang Sanksi Administratif dan BAB XV
tentang Ketentuan Pidana hanya menjadikan wisatawan dan pengusaha pariwisata
sebagai sasaran utama, padahal BAB VII Undang-Undang ini juga telah
menguraikan kewajiban terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
semestinya juga mempunyai sanksi baik administratif maupun pidana apabila
telah menyalahi kewajiban sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang artinya terdapat kekosongan hukum
yang ada pada Undang-Undang ini.



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah
daerah dalam pencegahan terhadap aksi perusakan tempat wisata alam dan juga
untuk mengetahui bagaimana pengaturan daerah terhadap aksi perusakan di
tempat wisata alam. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif, yaitu
suatu iii jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan
menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan,
literaturliteratur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan
Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang.

Hasil Penelitian ini diketahuin bahwa :

1. Aksi perusakan di tempat wisata tentunya merupakan hal yang sering
terjadi di Indonesia. Baik itu merusak fasilitas yang disediakan untuk
pengunjung maupun merusak hal-hal yang berkaitan dengan keindahan
tempat wisata tersebut. Pada hakikatnya terkait aksi perusakan tempat
wisata alam ini sudah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan. Akan tetapi masih banyak saja terjadi Tindakan
seperti ini dan tidakan tersebut tidak ada timbal balik dari pemerintah
sebagai pengelola tempat wisata.

2. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
pun sudah menjelaskan tentang apa saja  hal-hal yang menjadi
kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah
provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten/kota. Akan tetapi Ketika
terjadi dan adanya aksi perusakan tempat wisata alam yang di lakukan
oleh beberapa oknum ini pemerintah daerah tergolong lambat dalam
menanganinya. Hal ini menjadi keresahan masyarakat sebagai pengunjung
yang ingin menikmati indahnya wisata alam.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah
daerah dalam pencegahan terhadap aksi perusakan tempat wisata alam dan juga
untuk mengetahui bagaimana pengaturan daerah terhadap aksi perusakan di
tempat wisata alam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kekosongan
hukum yakni keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-
undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan
tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan,
penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.
Metode ini digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara
objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Aksi perusakan di tempat
wisata tentunya merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Baik itu merusak
fasilitas yang disediakan untuk pengunjung maupun merusak hal-hal yang
berkaitan dengan keindahan tempat wisata tersebut. Pada hakikatnya terkait aksi
perusakan tempat wisata alam ini sudah di atur dalam Undang-Undang No.10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Akan tetapi masih banyak saja terjadi
Tindakan seperti ini dan tidakan tersebut tidak ada timbal balik dari pemerintah
sebagai pengelola tempat wisata. Kedua, Didalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pun sudah menjelaskan tentang apa saja hal-
hal yang menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat pemerintah
daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten/kota. Akan tetapi Ketika
terjadi dan adanya aksi perusakan tempat wisata alam yang di lakukan oleh
beberapa oknum ini pemerintah daerah tergolong lambat dalam menanganinya.
Hal ini menjadi keresahan masyarakat sebagai pengunjung yang ingin menikmati
indahnya wisata alam.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Kepariwisataan, Perusakan Alam
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